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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dijabarkan dalam Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 78, 79 dan 80 bahwa dalam rangka perencanaan penyelenggaraaan Pemerintahan Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.  yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). 
Undang Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan ruang yang cukup luas dan membawa perubahan paradigma pemerintahan kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya.  Proses penyusunan RKP Desa Padang Mumpo berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui mekanisme musyawarah desa perencanaan pembangunan desa, pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program yang masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa hingga pada Musrenbang desa dan penetapan RKP Desa dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa pada tahun sebelumnya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa  yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan
Dalam dokumen RKP Desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut dimasukkan dalam Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa).  Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan.

B. Landasan Hukum
RKP Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada :
1. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang telah dirubah terakhir dengan nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2021-2026  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Peraturan Desa Padang Mumpo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027

C. Maksud dan Tujuan 
Maksud penyusunan RKP Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi lebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2021 - 2027, serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. RKP Desa ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa  Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan Desa selama periode 1 (satu) tahun, agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa  Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu RKP Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023  bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 - 2027 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.
Penyusunan Dokumen RKPDesa ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
1. Tujuan
a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
c. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 (satu) tahun.
d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa APBDesa.

2. 	Manfaat
a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.
b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

D. Hubungan RKP Desa dengan RPJMDesa 
Sesuai dengan ketentuan pada permendagri 114 dan Peraturan Menteri PDTT Nomor 21 Tahun 2020 bahwa RKPDesa sebagai penjabaran dari RPJMDesa. sehingga usulan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPDesa merupakan skala prioritas usulan rencana kegiatan pemerintah Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.

E. Sistematika Penyusunan 
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Padang Mumpo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Bab I	:	Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Landasan Hukum
c. Tujuan dan Manfaat
d. Hubungan RKPDesa dengan RPJMDesa
e. Sistematika Penyusunan
Bab II	:	Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
a. Gambaran Umum Desa
b. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatn Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa
Bab III	:	Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKP Desa
a. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
b. Mekanisme Penetapan RKP Desa
Bab IV	:	Mekanisme Pengambilan Keputusan
a. Rumusan Prioritas Masalah
b. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya
c. Pagu Indikatif Desa
d. Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa
Bab V	:	Visi dan Misi Desa
a. Visi Desa
b. Misi Desa
c. Rencana Strategis Desa
Bab VI	:	Strategi dan Arah Kebijakan
a. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Yang Dikelola Desa
b. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola melalui Kerjasama antar Desa atau Kerja sama dengan pihak ketiga 
c. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. 
d. Strategy Pelaksanaan Kegiatan

Bab VII	:	Penutup
a. Kesimpulan
b. Saran

Lampiran – Lampiran :	
1. Matrik Program dan Kegiatan beserta plafon dana dan sumber dana
2. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa) ke Musrenbang Kecamatan
3. Akta Kesepakatan Perdes RKPDesa antara BPD dan Pemerintah Desa
4. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa
5. Berita Acara Musdes Penetapan RKP Desa
6. Berita Acara Musdes Rembuk Stunting
7. Berita Acara Rapat TIM 11
8. SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDesa
9. Daftar Usulan Kelompok Masyarakat Desa
10. Daftar Gagasan BPD

























BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA
A. Gambaran Umum Desa 
1. Sejarah Desa	
Tahun 1964 sampai dengan 2006 Dusun Padang Mumpo masih menginduk Ke Desa Air Umban Kecamaran Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2007 sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah, pada masa pemerintahan Bupati Drs. Fauzan Jamil, SH terjadi permekaran Desa Padang Mumpo. Pada awal terbentuknya Desa Padang Mumpo dijabat oleh Pjs. An. ZAIRIN AHMADI selama 3 bulan kemudian pada tanggal, 26 Desember 2007 diadakan Pemilihan Kepala Desa yang pertama terdiri dari dua calon yaitu :

1. Zairin Ahmadi
2. Indra

Setelah Diadakan pemilihan secara Demokrasi dimengkan oleh saudara Zairin Ahmadi dengan masa jabatan 6 tahun priode C. Dizaman Kepemimpinan Bapak Zairin Ahmadi Dibentuk oleh perangkat Desa Dalam sebutan kepala urusan :
1. Asikin 	: Kaur Pembangunan
2. Hindiar	: Kaur Pemerintahan
3. Amran	: Kaur Umum
Pada tahun 7 April 2014 Masa Jabatan saudara Zairin Ahmadi Berakhir, Kemudian desa Padang Mumpo dijabat Oleh seorang Pjs. Yani  Sdr amran selama 6 bulan. Pada tanggal 23 Desember Desa Padang Mumpo dijabat oleh penjabat dari pihak kecamatan yaitu Sdr donald Ramses Siahaan, S. Ip. Mulai menjabat selamat 6 bulan Sampai mengantarkan kepada desa terpilih. Pada tanggal 6 April 2015 Desa Padang Mumpo mengadakan Pemilihan Kepala Desa Yang Kedua dengan Calon:
1. Kasrin
2. Milian
3. Hindiar
Setelah Diadakan Pemilihan Secara Demokrasi Dimenangkan Oleh saudara Hindiar pada tanggal 06 Juni 2015 Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bapak Bupati Reskan E Awaludin. Dan Masa jabatan enam Tahun dari 2015 sampai dengan 2021.
Pada tahun 06 Juni 2021 Masa Jabatan saudara Hindiar Berakhir, Kemudian desa Padang Mumpo dijabat Oleh seorang Pjs.  Sdr Arsy Nevitarika, SE selama 3 bulan. Sampai mengantarkan kepada desa terpilih. Pada tanggal 28 Juni 2021 Desa Padang Mumpo mengadakan Pemilihan Kepala Desa Yang KeTiga dengan Calon:
1. Jalianto
2. Ewin Edianto
3. Effendi
Setelah Diadakan Pemilihan Secara Demokrasi Dimenangkan Oleh saudara Jalianto pada tanggal 8 September 2021 Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bapak Bupati Gusnan Mulyadi. Dan Masa jabatan Enam Tahun dari 2021 sampai dengan 2027.
Setelah diadakan pelantikan Kepala Desa terpilih kemudian Kepala Desa dibantu oleh tiga orang kaur tiga orang kasi dan satu orang Sekdes.

2.  Sumber Daya Alam
Desa Padang Mumpo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, memilik luas ± 84 H. Secara geografis Desa Padang Mumpo berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara, berbatasan dengan kelurahan Masat, 
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Air Umban
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tanjung Aur
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Beringin Datar
	Secara Administratif, wilayah Desa Padang Mumpo terdiri dari 1 Desa Yaitu Desa Padang Mumpo.
Secara umum Tipologi Desa Padang Mumpo terdiri dari Enam (persawahan, perkebunan, peternakan, dan industri kecil, Jasa dan perdagangan). 
Topografis Desa Padang Mumpo secara umum termasuk daerah (landai atau dataran rendah, berbukit bergelombang, perbukitan terjal), dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Padang Mumpo diklasifikasikan kepada >100-248 m dpl (dataran rendah (0 – 100 m dpl)/dataran sedang (>100 – 2480 m dpl)/dataran tinggai (>248 m dpl).


		Penggunaan lahan Desa Padang Mumpo dapat dilihat pada tabel Desa Padang Mumpo sebagai berikut :
	No.
	Penggunaan Lahan
	Tahun (Ha)

	
	
	n-5
	n-4
	n-3
	n-2
	n-1

	Lahan Sawah
	
	
	
	
	

	1.
	Irigasi Teknis
	0
	0
	
	
	

	2.
	Irigasi Setengah Teknis
	0
	0
	
	
	

	3.
	Irigasi Sederhana Milik PU
	0
	0
	
	
	

	4.
	Irigasi Non PU
	0
	0
	
	
	

	5.
	Tadah Hujan
	15
	15
	
	
	

	Lahan Bukan Sawah
	
	
	
	
	

	1.
	Pekarangan/Bangunan
	55
	55
	
	
	

	2.
	Tegal/Kebun
	0
	0
	
	
	

	3.
	Ladang/Huma
	0
	0
	
	
	

	4.
	Pengembalaan/Padang Rumput
	2
	2
	
	
	

	5.
	Sementara Tidak Diusahakan
	0
	0
	
	
	

	6.
	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat
	0
	0
	
	
	

	7.
	Hutan Negara
	0
	0
	
	
	

	8.
	Perkebunana
	76
	76
	
	
	

	9.
	Rawa-rawa
	0
	0
	
	
	

	10.
	Tambak
	0
	0
	
	
	

	11.
	Kolam/Empang
	3
	3
	
	
	

	12.
	Lahan Lainnya
	0
	0
	
	
	












Tabel
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
	No.
	Komoditas
	Produksi Per Tahun

	
	
	Satuan
	Tahun n-5
	Tahun n-4
	Tahun n-3
	Tahun n-2
	Tahun n-1

	1.
	Tanaman Pangan
	Ton/Tahun
	
	
	
	
	

	
	Padi
	
	18
	18
	
	
	

	
	Jagung
	
	31
	31
	
	
	

	
	Ubi Kayu
	
	0
	0
	
	
	

	
	Ubi Jalar
	
	0
	0
	
	
	

	2.
	Buah-buahan
	Ton/Tahun
	
	
	
	
	

	
	Mangga
	
	0
	0
	
	
	

	
	Jeruk
	
	0
	0
	
	
	

	
	Pepaya
	
	0
	0
	
	
	

	3.
	Perkebunan
	Ton/Tahun
	
	
	
	
	

	
	Kelapa
	
	3
	3
	
	
	

	
	Karet
	
	1
	1
	
	
	

	
	Kopi
	
	0
	0
	
	
	

	4.
	Peternakan
	Ekor
	
	
	
	
	

	
	Sapi
	
	23
	0
	
	
	

	
	Kerbau
	
	0
	0
	
	
	

	
	Kambing
	
	5
	0
	
	
	

	
	Ayam
	
	318
	157
	
	
	

	
	Itik Petelor
	
	15
	910
	
	
	

	5.
	Perikanan
	Ton/Tahun
	
	
	
	
	

	
	Empang
	
	0
	0
	
	
	

	
	Keramba
	
	0,3
	0
	
	
	

	
	Tambak
	
	0
	0
	
	
	

	
	Terpal
	
	1
	22
	
	
	




		Dari kondisi alam Desa Padang Mumpo diatas,  dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Padang Mumpo dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Padang Mumpo  Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 
Sumber Daya Alam Desa Padang Mumpo Tahun 2021 s.d. 2027
	No.
	Uraian Sumber Daya Alam
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	n-5
	n-4
	n-3
	n-2
	n-1

	 1.
	Lahan Perkebunan Sawit
	Hktr    
	27
	27
	
	
	

	2.
	Persawahan
	Hktr
	8
	8
	
	
	

	2.
	Kolam Ikan
	Hktr
	4
	4
	
	
	

	3.
	Industri Kerajinan Baja Ringan
	Unit
	0
	1
	
	
	

	4.
	Industri Kerajinan Kayu
	Unit
	1
	1
	
	
	



3. Sumber Daya Manusia
		Jumlah Penduduk Desa Padang Mumpo berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebanyak 631 jiwa yang terdiri dari 324 laki laki dan 307 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Padang Mumpo.

		Data Sumber Daya Manusia Desa Padang Mumpo	Kecamatan Pino dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2021 s.d. 2027
	No.
	Uraian Sumber Daya Manusia
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	n-5
	n-4
	n-3
	n-2
	n-1

	1.
	Penduduk dan Keluarga
	
	
	
	
	
	

	
	a. Penduduk Laki-laki
	Orang
	321
	324
	
	
	

	
	b. Penduduk Perempuan
	Orang
	298
	307
	
	
	

	
	c. Jumlah Keluarga
	Keluarga
	171
	196
	
	
	

	2.
	Sumber Penghasilan Utama Penduduk
	
	
	
	
	
	

	
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan
	Orang
	281
	278
	
	
	

	
	b. Pertambangan dan Penggalian
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan
	Orang
	9
	7
	
	
	

	
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	f. Jasa
	Orang
	1
	0
	
	
	

	3.
	Pekerjaan/Mata Pencaharian
	
	
	
	
	
	

	
	a. Karyawan
	Orang
	2
	9
	
	
	

	
	b. TNI/Polri
	Orang
	-
	0
	
	
	

	
	c. Swasta
	Orang
	16
	9
	
	
	

	
	d. Wiraswasta/pedagang
	Orang
	7
	7
	
	
	

	
	e. Petani
	Orang
	281
	278
	
	
	

	
	f. Tukang
	Orang
	9
	8
	
	
	

	
	g. Buruh Tani
	Orang
	14
	14
	
	
	

	
	h. Pensiunan
	Orang
	3
	3
	
	
	

	
	i. Nelayan
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	j. Peternak
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	k. Jasa
	Orang
	1
	0
	
	
	

	
	l. Pengrajin
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	m. Pekerja seni
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	n. Lainnya
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	o. Tidak bekerja/penganggur
	Orang
	0
	0
	
	
	

	4.
	Tingkat Pendidikan Masyarakat
	
	
	
	
	
	

	
	a. Lulusan pendidikan Umum
	
	
	
	
	
	

	
	1) Taman Kanak-kanak
	Orang
	17
	13
	
	
	

	
	2)  Sekolah Dasar/sederajat
	Orang
	23
	27
	
	
	

	
	3)  SMP/Sederajat
	Orang
	16
	18
	
	
	

	
	4)  SMA/Sederajat
	Orang
	9
	6
	
	
	

	
	5)  Akademi/D1-D3
	Orang
	8
	6
	
	
	

	
	6)  Sarjana
	Orang
	18
	15
	
	
	

	
	7)  Pasca Sarjana
	
	
	
	
	
	

	
	a)  S1
	Orang
	18
	22
	
	
	

	
	b)  S2
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	b.  Lulusan pendidikan khusus
	
	
	
	
	
	

	
	1)  Pondok Pesantren
	Orang
	-
	
	
	
	

	
	2)  Pendidikan Keagamaan
	Orang
	--
	
	
	
	

	
	3)  Sekolah Luar Biasa
	Orang
	-
	
	
	
	

	
	4)  Kursus Keterampilan
	Orang
	-
	
	
	
	

	
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah
	
	
	
	
	
	

	
	1)  Tidak lulus
	Orang
	-
	
	
	
	

	
	2)  Tidak bersekolah
	Orang
	5
	
	
	
	

	5.
	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS
	Orang
	32
	-
	-
	-
	-



4.  Sumber Daya Pembangunan
	Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Padang Mumpo yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya Pembukaan Badan Jalan, Platdiker, Rabat Beton Dll. dapat dilihat pada tabel.
Tabel
Sumber Daya Pembangunan Desa Padang Mumpo Tahun 2021
	No.
	Uraian Sumber Daya Alam
	Jumlah
	Satuan

	1.
	Kantor Desa
	Numpang dengan BUMDes

	2.
	Prasarana Umum
	
	

	
	a. Jalan
	0.8
	Km

	
	b. Jembatan
	0
	Buah

	
	c. Dst
	-
	-

	3.
	Prasarana Pendidikan
	
	

	
	a. Perpustakaan Desa
	1
	Buah

	
	b. Gedung Sekolah PAUD
	1
	Buah

	
	c. Gedung Sekolah TK
	0
	Buah

	
	d. Taman Pendidikan Al Qur’an
	1
	Buah

	
	e. Gedung SD/Sederajat
	0
	Buah

	
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat
	0
	Buah

	
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat
	0
	Buah

	
	h. Gedung Perguruan Tinggi
	0
	Buah

	4.
	Prasarana Kesehatan
	
	

	
	a. Puskesmas
	Ada/tidak

	
	b. Poskesdes
	0
	Buah

	
	c. Posyandu
	0
	Buah

	
	d. Polindes
	1
	Buah

	
	e. MCK
	2
	Buah

	
	f. Sarana Air Bersih
	2
	Buah

	4.
	Prasarana Ekonomi
	
	

	
	a. Pasar Desa
	0
	Buah

	
	b. Kios desa
	0
	Buah

	5.
	Prasarana Ibadah
	
	

	
	a. Mesjid
	1
	Buah

	
	b. Mushola
	0
	Buah

	
	c. Gereja
	0
	Buah

	
	d. Pura
	0
	Buah

	
	e. Vihara
	0
	Buah

	
	f. Klenteng
	0
	Buah

	6.
	Prasarana Umum
	
	

	
	a. Olahraga
	1
	Buah

	
	b. Kesenian/budaya
	1
	Buah

	
	c. Sumur desa
	0
	Buah

	
	d. Pasar desa
	0
	Buah


5. Sumber Daya Sosial Budaya	
Sumber daya sosial Budaya Yang ada di Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Berikut :
	Tabel Sumber Daya Sosial Budaya
	No.
	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	n-5
	n-4
	n-3
	n-2
	n-1

	1.
	Kelembagaan
	
	
	
	
	
	

	
	a. LPM
	
	
	
	
	
	

	
	1)  Jumlah pengurus
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	2)  Jumlah anggota
	Orang
	0
	0
	
	
	

	
	b. Lembaga Adat
	Lembaga
	
	
	
	
	

	
	c. TP PKK
	
	
	
	
	
	

	
	1) Jumlah pengurus
	8/Orang
	8
	3
	
	
	

	
	2) Jumlah anggota
	16/Orang
	16
	25
	
	
	

	
	a. BUMDes
	
	
	
	
	
	

	
	1)  Jumlah Bumdes
	1/Buah
	1
	1
	
	
	

	
	2)  Jenis Bumdes
	1/Buah
	1
	1
	
	
	

	
	b. Karang Taruna
	
	
	
	
	
	

	
	1)  Jenis Kegiatan
	Buah
	1
	1
	
	
	

	
	2)  Jumlah Pengurus
	   Orang
	4
	4
	
	
	

	
	3)  Jumlah Anggota
	Orang
	15
	15
	
	
	

	
	c. RT/RW
	
	
	
	
	
	

	
	1)  Jumlah RW
	Buah
	0
	0
	
	
	

	
	2)  Jumlah RT
	Buah
	0
	0
	
	
	

	
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya
	Buah
	0
	0
	
	
	

	2.
	Trantib Dan Bencana
	
	
	
	
	
	

	
	a. Jumlah Anggota Linmas
	Orang
	2
	2
	
	
	

	
	b. Jumlah Pos Kamling
	Buah
	0
	0
	
	
	

	
	c. Jumlah Operasi Penertiban
	Kali
	0
	0
	
	
	

	
	d. Jumlah Kejadian Kriminal
	

	0
	0
	
	
	

	
	1. Pencurian
	Kali
	1
	0
	
	
	

	
	2. Perkosaan
	Kali
	0
	0
	
	
	

	
	3. Kenakalan Remaja
	Kali
	0
	0
	
	
	

	
	4. Pembunuhan
	Kali
	0
	0
	
	
	

	
	5. Perampokan
	Kali
	0
	0
	
	
	

	
	6. Penipuan
	Kali
	0
	0
	
	
	

	
	e. Jumlah Kejadian Bencana
	Kali
	0
	0
	
	
	

	
	f. Jumlah Pos Bencana Alam
	Pos
	0
	1
	
	
	

	
	g. Jumlah Pembalakan Liar
	Kali
	0
	0
	
	
	

	
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung
	Pos
	0
	0
	
	
	

	3.
	Seni Budaya
	
	
	
	
	
	

	
	a. Jumlah Group Kesenian
	Buah
	1
	1
	
	
	

	
	b. Jumlah Gedung Kesenian
	Buah
	1
	1
	
	
	

	
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun
	Kali
	17
	1
	
	
	

	
	d. ............
	
	
	
	
	
	



B. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Padang Mumpo Tahun 2022 dan implementasi dalam APBDesa Tahun 2022 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan.

1. 	Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa
1.1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2022
Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2022 berbanding  capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :





Tabel 
Rencana dan Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
	No.
	Perencanaan
	Realisasi

	
	Kegiatan
	Lokasi
	Volume
	Anggaran (Rp)
	Sumber Anggaran
	Volume
	Anggaran
	Sumber Anggaran

	1.
	Penghasilan tetap Dan Tunjangan
	PDM
	1 TH
	249.350.000
	Add
	1 TH
	249.350.000
	Add

	2.
	OPS
	PDM
	1 Th

	273.200
	BHPR
	1 Th
	273.200
	BHPR

	3.
	OPS BPD
	PDM
	1 Th
	389.000
	Add
	1 Th
	389.000
	Add

	4.
	Tunjangan BPD
	Pdm
	1 Th
	82.650.000
	ADD
	1 Th
	82.650.000
	ADD

	4.
	Tata Peraja Pemerintahan
	2.900.000
	1 Th
	2.900.000
	Add
	1 Th
	2.900.000
	ADD



Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1 . Oprasional BPD yang berlum Maksimal.
2. Perjalanan Dinas tiada ada
3. Oprasional Kantor Desa yang tidak maksimal
4. Siltap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Belum Maxsimal Sesuai Dengan Perbub.
5. Tunjangan Ketua BPD dan Anggota Masih Kurang dari Perbub Bengkulu Selatan.

1.2. Permasalahan 
Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :
a. Adanya pengurangan Alokasi Dana Desa, Dana Desa Dan BHPR Oleh Bupati Bengkulu Selatan Dikatenakan Pandemi Covid 19.
b. Terjadinya Refocusing Anggaran Oleh Bupati Bengkulu Selatan

1.3. Solusi Penyelesaian
Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :
1. Kegiatan Yang belum dapat dilaksanakan Menjadi Kegiatan Ploritas Untuk Kegiatan Ditahun yang akan datang.
2. Berfokus Ke BUMDes Desa Supaya Bisa membantu Keuangan Desa Melalui PAD.
3. Solusi alternatif lainnya  sesuai kondisi permasalahan dan desa masing masing
2. 	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2022
Target kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2022 berbanding  capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel
Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
	No.
	Perencanaan
	Realisasi

	
	Kegiatan
	Lokasi
	Volume
	Anggaran (Rp)
	Sumber Anggaran
	Volume
	Anggaran
	Sumber Anggaran

	1.
	Pembangunan Taman Bermain Anak Milik Desa
	PDM
	1 Paket
	13.400.000,-
	DD
	1 Paket
	13.400.000
	DD

	2.
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
	PDM
	-
	20.550.000
	DD
	-
	20.550.000
	DD

	3.
	Penyelenggaraan Desa Siaga
	PDM
	1 Keg
	36.052.000
	DD
	1 Keg
	36.052.000
	DD

	4.
	Penyelenggaraan Posyandu
	PDM
	1 Keg
	42,630.000
	DD
	1 Keg
	42.630.000
	DD

	5.
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
	PDM
	1 Keg
	31.440.000
	DD
	1 Keg
	31.440.000
	DD

	6.
	Penyelenggaraan PAUD, TPQ
	PDM
	1 Th
	43.575.000
	DD
	1 Th
	43.575.000
	DD

	7.
	Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perpustakaan
	PDM
	1 Th
	9.735.000
	DD
	1 Th
	9.735.000
	DD

	8.
	Pembangunan dan Pembinaan Sanggar Seni dan belajar
	PDM
	1 Th
	17.839.000
	DD
	1 Th
	17.839.000
	DD

	
	
	
	
	
	
	
	
	


											

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Masih Kurangnya Perencanaan yang diBuat Oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Kaur Perencanaan.
2. Belum Berfungsinya Tugas Dari TIM Pelaksana Kegiatan
3. Masih adanya daftar Harga yang tidak sesuai dengan RAB Fisik.
4. Belum adanya Proposal Permohonan Dari Kelompok, Masyarakat dalam Mengajukan Usulan.
5. Belum adanya gagasan Dari Badan Pemusyawaratan Desa dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Desa untuk di Ajukan Ke Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.





2.2. Permasalahan 
Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :
a. Untuk Desain Perencanaan cari orang yang benar ahli dibidangnya.
b. TIM Verifikasi RAB Fisik harus Betul betul Bekerja 
c. Survy harga harus benar-benar dijalankan di tokoh ( UPDATE Harga )
3. 	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
3.1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2022
Target kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2022 berbanding  capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 
Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
	No.
	Perencanaan
	Realisasi

	
	Kegiatan
	Lokasi
	Volume
	Anggaran (Rp)
	Sumber Anggaran
	Volume
	Anggaran
	Sumber Anggaran

	1.
	Pengadaan/Penyelenggaraan POS keamanan Desa 
	PDM
	24 OB
	8.400.000,-
	ADD
	24 OB
	8.400.000
	ADD

	2.
	Kebudayaan dan Keagamaan
	PDM
	48 OB
	18.600.000
	ADD
	48
	18.600.000
	ADD



3.2 Permesalahan 
	Masih kurangnya Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Dalam Pembagiaan Anggaran Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. 


4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2022
Target kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2022 berbanding  capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :
Tabel 
Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
	No.
	Perencanaan
	Realisasi

	
	Kegiatan
	Lokasi
	Volume
	Anggaran (Rp)
	Sumber Anggaran
	Volume
	Anggaran
	Sumber Anggaran

	1.
	Bantuan Perikanan ( Bibit/Pakan Dll) 
	PDM
	1 Keg
	12.470.000
	DD
	1 Keg
	12.470.000
	DD

	2.
	Bemtek/Pelatihan Perikanan
	PDM
	1 Keg
	4.506.000
	DD
	1 Keg
	4.506.000
	DD

	3.
	Peningkatan Produksi Perternakan Alat Produksi/Pengolahan/kandang
	PDM
	1 Keg
	87.880.000
	DD
	1 Keg
	87.880.000
	DD

	4.
	Penguatan ketahanan pangan Tingkat Desa 
	PDM
	1 Keg
	22.300.000
	DD
	1 Keg
	22.300.000
	DD

	5.
	Pelatihan Perternakan/Pertanian
	PDM
	1 Keg
	7.844.000
	DD
	1 Keg
	7.844.000
	DD

	6.
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	PDM
	1 Keg
	2.584.000
	DD
	1 Keg
	2.584.000
	DD



Target kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2022 berbanding  capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :
Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertuang dalam LPPD Desa Tahun 2022.
Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja Pemerintah Desa Merelisasikan Kegiatan Ketahanan Pangan dan hewani 20% dari yaitu pengadaan itik Petelor 7 Ekor setiap Rumah yang berpenghuni dan ikan Lele sebanyak 22 Rumah yang berpenghuni. Dan ada juga tanaman Hidroponik yang di kelolah Oleh Kelompok PKK Desa, disertai Pelatihannya.

4.3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Target kerja bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa  sesuai dengan RKPDesa Tahun 2022 berbanding  capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 
Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulanan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
	No.
	Perencanaan
	Realisasi

	
	Kegiatan
	Lokasi
	Volume
	Anggaran (Rp)
	Sumber Anggaran
	Volume
	Anggaran
	Sumber Anggaran

	1.
	Belanja Tak Terduga 
	PDM
	1 Th
	54.000.000
	DD
	1 Th
	54.000.000
	DD

	2.
	Penanganan Keadaan Mendesak
	PDM
	1 Th
	270.000.000
	DD
	1 Th
	270.000.000
	DD



4.2. Permasalahan 
	     Dalam Berulinya Bantuan Lansung Tunai (BLT) dana Desa dalam proses penyaluran ada masyarakat yang masih menerima bantuan dari pemerintah pusat awal pendataa sudah sesuai dan tiba-tiba selesai pendataan nama-nama baru penerima bantuan dari pusat keluar dan untuk itu maka penerima dari dana desa di berhentikan dan akan diganti dengan penerima cadangan.
	     Dan juga terkendala dengan penggunaan dana 8 % penanganan Covid 19, sekarang ini wabah covid-19 sudah bisa dibilang sudah tidak ada lagi maka penggunaan anggaranya masih ada dan menunggu regulasi dari pemerintah untuk penggunaan dana penanggulangan bencana covid19 ini apakah harus diteruskan atau bole di lakukan perubahan APBDes untuk di alehkan ke kegiatan yang lain.

4.3. Solusi Penyelesaian
Terkait dengan program Bantuan Lansung Tunai diatas maka Pemerintah Desa BPD dan Tokoh Masyarakat melakukan Musyawarah kembai untuk menyaring Pengganti Penerima Bantuan yang menurut pendapat bersama itu cocok menerima bantuan. 
    	       Terkait dengan dana 8% Pemerintah desa harus berkunsultasi dengan DPMD dan Inspektorat untuk penggunaan dana tersebut supaya tidak terjadi permesalahan di kemudian hari.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDESA
A. Mekanisme Penyusunan RKPDesa 
Mekanisme penyusunan RKP Desa Padang Mumpo Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kengiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKPDesa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKPDesa  mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKPDesa menyusun Rancangan RKPDesa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKPDesa yang dilampiri dokumen rancangan RKPDesa dan rancangan daftar usulan RKPDesa.

B. Mekanisme Penetapan RKPDesa 
Mekanisme penetapan RKP Desa Padang Mumpo Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKPDesa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa
5. Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.
BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA

A. Rumusan Prioritas Masalah 
Penentuan prioritas masalah di lakukan dengan cara kualitatif berdasarkan data serta perhitungan kemudahan dan kemampuan untuk dapat diselesaikan, keinginan masyarakat untuk mengatasi masalah, berdasarkan situasi lingkungan sosial politik dan budaya yang ada di masyarakat serta waktu dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Untuk itu, dalam menentukan prioritas masalah, digunakan metode Delbecg yaitu penentuan prioritas masalah oleh kelompok orang yang mempunyai keahlian yang tidak sama untuk menentukan kriteria prosesnya diawali dengan pembentukan kelompok yang akan mendiskusikan, merumuskan, dan menetapkan kriteria. Sumber data dan informasi kebijakan program pembangunan desa tahun sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun depan.

1. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
Berdasarkan peraturan Desa Padang Mumpo Nomor ….. Tahun 201.. tentang RPJMDes Desa Padang Mumpo pada tahun 2020 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah. Secara rinci permasalahan tersebut meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa keadaan Darurat
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa

3. Identifkkasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan  dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.
Beberapa rumusan identifikasi masalah masalah pembangunan yang masih menjadi kendala adalah sebagai berikut :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Masih terbatasnya anggaran kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Berlebihnya Kegiatan Pembagian 30 % Kegiatan untuk Oprasional dan Siltap.
c. Masih Kurangnya Alokasi Dana Desa Dari Kabupaten .ABPD 2. Untuk Siltap, Oprasional Kantor yang di biayai dengan ADD.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a) Masih terbatasnya anggaran kegiatan bidang pembangunan desa, sehingga ada beberapa sarana prasarana desa yang seharusnya memerlukan rehabilitasi atau pemeliharaan di tahun 2022 belum bisa terlaksana
b) Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur/Sarana Prasarana Desa, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemukiman.
c) Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama tempat tinggal/hunian/papan dan kesehatan. 
d) Masih terbatas kesadaran dan peran serta warga/amasyarakat dalam menjaga pngelolaan asset desa yang telah berada di wilayah lingkungan.
e) Belum terbentuk kesadaran masyarakat tentang pembenahan saranaprasarana nantinya adalah bagian dari kebutuhan utama dan bagian kepemilikan bersama masyarakat desa, misal ada beberapa lokasi pembangunan drainase jalan desa tidak boleh bersinggungan atau masuk wilayah tanah hak milik.
f) Aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi.
g) Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal.
h) Masih Sulitnya Memilih kegiatan yang direncanakan di RKPDes dengan Rekening yang ada di Siskuedes.

3. Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
a) Pengurus kelembagaan belum berfungsi secara optimal untuk melakukan pemberdayaan masyarakat
b) Kelembagaan masih terkendala dana dukung untuk operasional kegiatan 
c) Masih Adanya Kegiatan-Kegiatan yang belum Sesuai Dengan Rekening Aplikasi Seskeudes.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a) Masih Kurangnya Pelatihan Untuk Masyarakat
b) Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Membangun Desa dan Perekonomian Desa.
c) Masih Kurangnya Minta Belajar Masyarakat Untuk Membuat Usaha Rumahan.
d) Masih sulitnya Memilih Kegiatan yang ada di RKPDes dengan Kode Rekening Kegiatan yang ada diSiskudes.

B. Pagu Indikatif Desa  
Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sekala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang diterima desa Tahun 2022.
Untuk Desa Padang Mumpo Belanja Desa dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :
1. Alokasi Dana Desa (ADD);
2. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan 
3. Dana Desa (DD);
4. Pendapatan Asli Desa ( PAD );
Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2021 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada musrenbangdes. ketentuan umum penggunaan anggaran meliputi :
1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. 
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD.
Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2021 tercantum pada Lampiran.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa 
Keputusan pemilihan prioritas kegiatan dan pembangunan didasarkan pada :
1. Prioritas berdasarkan kemanfaatan
Pemanfaatan dana terhadap kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan dan lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Kegiatan yang diutamakan untuk dilaksanakan adalah yang memberikan manfaat untuk :
a) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
b) Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga
c) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa, warga penyandang disabilitas dan kelompok marginal

2. Prioritas berdasarkan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam kegiatan yang didanai oleh APBDesa. Oleh karenanya, prioritas kegiatan didasarkan pada :
a) Didukung oleh sebagian besar masyarakat desa
b) Direncancanakan dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah desa bersama masyarakat desa
c) Pelaksanaannya mudah diawasi oleh masyarakat desa sendiri




3. Prioritas berdasarkan keberlanjutan
Selaras dengan tujuan pembanguna desa, maka kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan yang memiliki rencana pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan pelestarian.
 
4. Prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan
Kegiatan yang diutamakan adalah yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kegiatan yang didanai harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang public atau ruang yang bisa diakses masyarakat desa

5. Prioritas berdasarkan sumber daya 
Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan yang mendayagunakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam dengan mekanisme swakelola, swadaya, dan gotong royong masyarakat.



















BAB V
VISI DAN MISI DESA
Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah desa yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi dan misi Desa. Visi dan Misi Desa Padang Mumpo disamping merupakan Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Desa.

A. Visi 
	Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Padang Mumpo  ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Padang Mumpo  seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Padang Mumpo  adalah:
“BERSAMA MEMBANGUN DESA MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF MENUJU DESA YANG MAJU DAN MENDIRI”
B. Misi 
	Dalam rangka pencapaian misi yang telah di tetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang di miliki, maka ditetapkan 9 (Sembilan) misi sebagai berikut 
1) Mewujutkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
2) Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa dan Daya saing desa.
3) Mewujutkan keamanan dan ketertiban dilingkungan Desa padang Mumpo.
4) Meningkatkan kesehatan, kebersihan Desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujutkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Lain untuk membuka Lapangan Kerja bagi masyarakat Desa.
6) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi Fisik, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga dan Kebudayaan Desa.
7) Meningkatkan kehidupan Sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati, dalam kehidupan berbudaya berlandaskan keimanan dan ketekwaan di desa padang mumpo.
8) Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat Desa.
9) Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya alam untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. 

C. Rencana Strategis Desa 
Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 Rencana strategis merupakan penetapan serangkaian keputusan dan kegiatan dalam perumusan dan implementasi strategi-strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan desa. Penentuan cara apa dan bagaimana untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Terdiri dari serangkaian alternatif yang akan dipilih untuk dijadikan kebijakan. Strategi yang ditempuh dapat bersifat mengembangkan kemampuan atau input yang ada, menstabilkan kondisi dan situasi yang ada agar dapat berjalan dengan baik, melakukan penghematan, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan sebagainya. 







BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Desa Tahun 2023
Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Padang Mumpo yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah : 
1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa
1.3 Tunjangan Ketua BPD dan Anggota
1.4 Kegiatan Operasional BPD
1.5 Tata Peraja Pemerintahan Desa

2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 adalah : 
2.1 Sub Bidang Pendidikan
2.1.1. Penyelenggaraan PAUD
2.1.2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2.1.3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD
2.1.4. Pengelolahan Perpustakaan Milik Desa
2.1.5. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2.1.6. Penyelenggaraan Tengga Pengajar Taman Pendidikan Quran.


2.2 Sub Bidang Kesehatan
2.2.1. Penyelenggaraan Pos Keshatan Desa
2.2.2. Penyelenggaraan Posyandu
2.2.3. Penyelenggaraan Insentif Kader-Kader Yang Ada Didesa
2.2.4. Kegiatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Kader Keshatan Desa
2.2.5. Honor Perawat Desa.
2.2.6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkungan Hidup
2.4.1. Kegiatan Peningkatan Gedung Serba Guna
2.4.2. Kegiatan Tempat Sampah
2.4.3. Kegiatan Pemangunan Rabat Beton
2.4.4. Kegiatan Pembangunan Saluran Drinase
2.4.5. Kegiatan Sarana dan Parasarana BUMDes

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
1.5.1. Kegiatan Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa
1.5.2. Kegaitan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bermain Anak Milik Desa.

2.5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
1.6.1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
1.6.2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
1.6.3. Kegiatan Kerja Sama Media Cetak Dan Online
1.6.4. Internet Desa dan Website Desa
1.6.5. Kegaitan Sarana dan Parasarana Papan Informasi Desa

3.	Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022 adalah :
1.1 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
1.1.1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
1.1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Honor Petugas Keagamaan
1.1.3. Kegiatan Sarana Dan Prasarana Keagamaan
1.1.4. Kegairan Sarana Prasarana Pengurusan Janazah


1.2 Sub Bidang Ketenteraman, ketertiban umum
1.2.1.   Kegiatan Penyelenggaraan Honor Tenaga Keamanan Desa
1.2.2.   Kegiatan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa.
4.	Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 adalah : 
1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
3. Peningkatan Kapasitas BPD
4. Pelatihan Ibu PKK
5. Pelatihan Tenaga Pendidik
6. Pelatihan Kelompok Tani
7. Pelatihan Masak Memasak
8. Pelatihan Menjahit
9. Pelatihan Perbengkelan
10. Pelatihan Kader – Kader Desa
11. Pelatihan Pengolahan BUMDes
5.	Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022 adalah : 
5.1 Sub Bidang Keadaan Darurat
5.2.1. Bantuan Kepada Masyarakat Yang terimpah Musibah Kebakaran
5.2.2. Bantuan Kepada Masyarakat Yang dilanda Angin Topan
5.2.3. Bantuan Kepada masyarakat Miskin Yang di Timpah Musibah
5.2 Sub Bidang Keadaan Mendesak
5.3.1. Bantuan Lansung Tunai
5.3.2. Kegiatan Sarana dan Prasarana Penanganan dan Pencegahan COVID19.




B. Pelaksana Kegiatan Desa 
Kepala Desa mengokordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi sesuai bidangnya dengan menyertakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi : pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. 

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
 
Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.

Kepala Desa mengokordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.  Tahapan Persiapan
Tahapan persiapan meliputi:
a. Penetapan pelaksana kegiatan;
b. Penyusunan rencana kerja;
c. Sosialisasi kegiatan;
d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
e. Penyiapan dokumen administrasi;
f. Pengadaan tenaga kerja; dan
g. Pengadaan bahan/material.
2.  Penetapan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Pelaksana Kegitan Desa Padang Mumpo Tahun 2022  sebagaimana yang tertuang Sebagai Berikut :
1. Tim Pelaksana Kegiatan Yang di SK oleh Kepala Desa
2.  Penyusunan Rencana Kerja
Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa, yang memuat antara lain :
a. Uraian kegiatan;
b. Biaya;
c. Waktu pelaksanaan;
d. Lokasi;
e. Kelompok sasaran;
f. Tenaga kerja; dan
g. Daftar pelaksana kegiatan.
Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

B. Saran
Proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala Desa menuju kemandirian Desa. 
Untuk itu saran dan ide yang bersifat membangun dari berbagai unsur baik pemerintahan maupun masyarakat akan sangat menentukan dalam percepatan pembangunan Desa menuju Desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis.

     Ditetapkan di	: Padang Mumpo
     Pada tanggal  	: …………………… 2022
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